Menimbang

Mengingat

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 419 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah,;

1.

2

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

10.

11.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.

o w

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan pedoman
serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah tertentu
selaku kuasa pengguna barang.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik
daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian
yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit
kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
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13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

14. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

16. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST
adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat sebagai bukti
legal oleh suatu instansi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola
Barang;

b. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang;

c. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang; dan

d. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang.

BAB III
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Pasal 3

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif Bupati; atau

b. Permohonan pihak lain.

Pasal 4

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang
diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang
meliputi:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan/atau

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis oleh Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan
kepada Bupati disertai perencanaan penjualan.
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Pasal 5

Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan
Barang Milik Daerah.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif;

b. penelitian fisik.

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah,
dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah berupa tanah,;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai
perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas
barang, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku,
dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik

barang milik daerah yang akan dijual dengan data

administratif.

Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian

yang ditandatangani oleh Tim wuntuk selanjutnya

disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 7

Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati melalui
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.

Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai
limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 8

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
penjualan barang milik daerah kepada Bupati.

Apabila penjualan barang milik daerah memerlukan
persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
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Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau  bangunan yang bernilai lebih
dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Apabila persetujuan Bupati atau persetujuan DPRD

melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum

dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan

penilaian ulang.

Apabila hasil penilaian ulang lebih tinggi, atau sama,

atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang

diajukan kepada DPRD, Bupati tidak perlu mengajukan

permohonan baru persetujuan penjualan barang milik

daerah kepada DPRD.

Bupati melaporkan hasil penilaian ulang kepada DPRD.

Pasal 9

Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual

berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita

Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2).

Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik
daerah; dan

c. nilai batas penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 10

Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan
penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara
lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan
penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan
penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa
lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang
milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.
Penjualan barang milik daerah dilakukan serah terima
barang berdasarkan:
a. Risalah Lelang, apabila penjualan barang milik daerah
dilakukan secara lelang; dan
b. Akta Jual Beli, apabila penjualan barang milik daerah
dilakukan tanpa lelang.



Pasal 11

(1) Serah terima barang dituangkan dalam BAST.

(2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Pasal 12

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang
diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara
lain:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan/atau

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis
oleh Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usulan permohonan penjualan kepada Bupati.

Pasal 13

Tata cara mengenai penjualan barang milik daerah pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tata
Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 14

(1) Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada
Pengguna Barang dituangkan dalam BAST.

(2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna
Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Pasal 15

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah, yaitu:
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lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,
Lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang
bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian,
anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis
dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang
bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya;

pemerintah desa;

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam
dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola

Barang yang didasarkan inisiatif Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diawali dengan

pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data barang
milik daerah berupa bangunan,;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk
data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon

penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada

instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai
kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik

daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
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Hasil  penelitian dituangkan dalam berita acara
penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada
Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi
objek hibah.

Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian hibah
dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah
kepada calon penerima hibah.

Pasal 17

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

hibah kepada Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan

Hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati atau

disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan keputusan

pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 18

Keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah
menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat sekurang-kurangnya:

identitas para pihak;

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

tujuan dan peruntukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan

f. penyelesaian perselisihan.

Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik
daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST.

opo gy
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BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 19

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola

barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang

dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf b, diawali dengan penyampaian

permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data pemohon;

b. alasan permohonan;

c. peruntukan hibah;

d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang
dimohonkan untuk dihibahkan;

e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang
dimohonkan untuk dihibahkan;

f. lokasi/data teknis; dan

g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan
serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan
pada permohonan pihak pemohon.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang
mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Pasal 21

Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada
Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan
penelitian.
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Pasal 22

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan
untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data barang
milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik

daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.

Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian

dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna

Barang.

Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah

kepada Pengelola Barang yang memuat:

data calon penerima hibah;

alasan untuk menghibahkan;

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

peruntukan hibah;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan;

jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan

untuk dihibahkan; dan

i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan disertai dengan surat

pernyataan kesediaan menerima hibah.

Smemo a0 op

Pasal 23

Tata cara mengenai penelitian barang milik daerah yang akan
dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
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Pasal 24

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

hibah kepada Bupati.

Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan

hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan
pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau
bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang
dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah
dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati

melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan

kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan
disertai dengan alasannya.

Penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah

menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas para pihak;

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

tujuan dan peruntukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah; dan

f. penyelesaian perselisihan.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik

daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam

BAST.

BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna

Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik

daerah yang telah dihibahkan.

o Py

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Man=tT ag22
BUPATI MOJOKERTO,

N

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal (e ™Mstex 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

UH GUNARKO
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